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BUPATI BARRU PROVINSISULAWESISELATAN 
PERATURAN BUPATI BARRU 

1'0J.IOR zo TAHUII :1016 

TK1'TA1'G 
PERUBAJIA1' PERGB8ERAN 

PE1'JABARA!f AJIGGARA1' PE1'DAPATA1' DAN BELANJA DAERAH 
KABUPAT!m BARRU TAHUJI' A1'GGARA1' :1016 

DEIIGAll RAHIIAT TUllAN YAJIG MAHA ESA 

BUPATI BARRU, 

Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barru 
Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tanggal, 29 Desember 2015 dan 
telah <lijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 35 
Tahun 2015 tanggal, 30 Desember 2015, terdapat kegiatan 
mendesak yang pelaksanaannya sudah harus dilaksanakan 
dalam Tahun Anggaran ini; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Barru ten tang Peru bah an 
Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat 1. Undar.g-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republic Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Unda.ng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Neaarn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nam.or 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
llomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4400); 
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6. ·Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasiona1 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang··Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494}; 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhir 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Jndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diube.h 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7. 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik lndoneeia Nomor 4 712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
�gara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Feraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerirrtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 105, Ta.mbe.han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lnformasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerinta.han Daerah Kepada 
Masyarakat (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Trunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

21. Peraturan Pemcrintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

22. PeratHran Pemerinmh Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Alnmtansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

25. Peraturan Mer.teri Dalam Negeti Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteti Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tenta.ng Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20! l Nomor 310); 

26. Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Serita Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten 
Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 
Ka bu paten Barru Nomor l J; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Barru (Lcmbaran Oaerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 
29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru 
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Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Barru llomor 10); 

30. Peraturan Daerah Ka.bu paten Barru Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Barru Tahun 201 I Nomor 7); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Barru Tahun 2011 Nomor 8); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 20 I I 
tcntang Retribusi Perizinan Tenentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9); 

33. Peraturan Oaerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten 
Barru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabu paten 
Ba.tTU Tahun 2015 Nomor 7); 

34. Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 35 Tahun 2015 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2016 (Serita Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 35) 

MEMUTUSKAJI : 

Menetapkan PERATURA!f BUPATI TENT.ABO PENJABARAII PERUBAHAN 
PERGESERAN ABGGARAN PENDAPATAB DAN BELANJA 
DARRAH KABUPATEK BARRU TAHUN AlfGGARAN 2016. 

BAB! 
KETENTUA?I UMUM 

Paul 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah , 

4. Bupati adalah Bupati Barru. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah 
<laerah. 

6. Peraturan Daerah adalah peraturan perunclang-undangan yang dibentuk oleh 
DPRD dengan pcrsetujuan bcrsama kepala daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
atlalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
c!isetujui bersama oJeh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

8. Pendapatan Daerah ad.alah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih. 
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l 0. Surplus Anggaran Oaerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan 
belanja daerah. 

11. Defisit Anggaran Dacrah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 
dan belanja daerah. 

12. Pembiayaan Dacrah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bai.k pada tahun 
anggaran yang bersangkuten maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

13. Sisa. Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah 
seliaih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sclama satu 
period.e anggaran. 

BAB II 
RIKGKASAlf PDJABARAl'I PERUBA.HAN PERGESERAN 

AlfGGARA!f PEIIDAPATA!f DAit BEi.ANJA DAERAH 

Paaal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Barr-u Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 

a. PE1'DAPATAlf DAERAII 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 64.690.536.625,90 
b. Dana Perimbangan Rp. 765.706.623.140,00 
c. Lain-Iain Pendapatan yang Sah Rp. 183.405.937.940,00 

Jurnlah Pendapatan Rp. l.013.803.097.705,90 

b. BELAlfJA DAE.RAH 
Belanja Tidak Langsung 
a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Bunga 
c. Belanja Hibah 
d. Belanja Bantuan Sosial 
g. Belanja Bantuan Keuangan 
h. Belanja Tidak Terduga 

Belanja Langsung 
a. Belanja Pegawai 
b. Belanja Barang dan Jasa 
c. Belanja Modal. 

Rp. 504.534.338.561,00 
Rp. 5.191.298.035,98 
Rp. 2.565.000.000,00 
Rp. 22.444.368,00 
Rp. 83.627.726.833,00 
Rp. 2.000.000.000.00 

Rp. 597.940.807.797,98 

Rp. 13.425.819.300,00 
Rp. 169.889.804.909,00 
Rp. 228.498.467. 722 00 

Rp. 41 l.814.091.931.00 
Jumlah Belanja 
(Defisit) 

Rp. l.009.754.899.728.98 
Rp. 4.048.197.976,92 

Rp. 4.088.523.587,65 
Rp. 8.136:/21.564 57 

Pembiayaan Netto Rp. 
S!LPA Tahun Berkenaan (Selisih Kurang) Rp. 

(4.048. 197 .976,92) 
0,00 

c. PEMBIAYAAlf DAERAH 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 
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BAB III 
Rlll'ClAJI l'BIIJABARAII PERUBAHAJI' PERGESERAlf 
AIIGOARAK PEIIDAPATAII DAlf BELANJA DABRAH 

PaM.13 

Rincian Penjabaran Perubahan Pcrgeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana di.maksud dalam Pasal 2 terdapat pada lampiran keputusan 
ini. 

BABIV 
URAIAII' 

Pau14 

Lampiran-larnpiran sebaga.imana dirnaksud dalam pasal 3 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
PltNOTUP 

PaaalS 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya d&.lam Serita Daerah Kabupaten Barru. 

Diundangkan dalam Serita Daerah Kabupaten Barru 
pada tanggal ?D M<-• 201' 
811:KRETARJS DARRAH KABUPATBII BARRU, 

NASRUDDIN ABDUL MUTTALm 

BERITA DARRAH KABtJPATEN BARRU TAHUll 2016 NOMOR '.10 

20:6 
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